Menyambut Revisi UU Pemda

Saat ini, Komite I
Dewan Perwakilan
Daerah atau DPD
RI sedang menyi-
apkan RUU Peru-
bahan Kelima atas
UU No 23/2014
tentang Pemerin-
tahan Daerah.

¥ iat ini juga disambut po-
| \I sitif oleh pemerintah
melalui  Kementerian
Dalam Negeri dengan menyam-
paikan Pokok-pokok. Perubah-
an UU tersebut. Mengubah UU
Pemda hampir identik dengan
melakukan reformasi pada se-
kujur tubuh kelembagaan bi-
rokrasi pemerintahan RI.

Perubahan yang digagas DPD
ini diwujudkan melalui revisi
minor. Meskipun revisi minor,
di tengah-tengah menghadapi
perhelatan pilkada langsung se-
rentak, tentu ini dapat mengu-
ras tenaga dan pikiran bangsa
Indonesia.

Menariknya, dalam RUU ter-
sebut terdapat perubahan pa-
radigmatik yang perlu dicer-
. mati oleh bangsa Indonesia ka-
rena kelak berpengaruh signi-
fikan terhadap tata kelola ke-
lembagaan pemerintahan RI.

Pergeseran paradigma

Di dunia ini, sampai hari ini
hanya ada dua tipikal pemerin-
tahan daerah, yakni yang berki-
blat pada sistem fungsional
(mazhab anglo-saxon), dan ber-
kiblat pada sistem prefektur
(mazhab ero-kontinental)
(Fired: 1963, Leemans: 1970).

Sistem fungsional adalah sis-
tem tanpa wakil pemerintah,
dan sistem prefektur adalah sis-
tem dengan wakil pemerintah
di daerah. Sistem prefektur ter-
pecah jadi dua, prefektur ter-
integrasi dan tak terintegrasi.

Sistem prefektur terintegrasi
,mengenal dua pertalian. Perta-
ma, wilayah kerja wakil peme-
rintah berimpit dengan yuris-
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diksi daerah otonom. Kedua,
penjabat wakil pemerintah
(acapkali disebut sebagai pre-

- fek) juga berperan sebagai ke-
pala daerah otonom. Terjadi du-

al role (peran ganda) pada pen-
jabat wakil pemerintah yang se-
kaligus sebagai kepala daerah.
Untuk sistem prefektur tak
terintegrasi, meskipun wilayah
kerja wakil pemerintah dapat
berimpit atau tidak berimpit
dengan yurisdiksi daerah oto-
nom, ciri utamanya adalah pen-
jabat wakil pemerintah adalah
orang yang berbeda dari pen-
jabat kepala daerah. Tidak ter-
jadi dual role di dalam sistem
prefektur tak terintegrasi ini.

Berabad lamanya sejak pe- -

merintahan Hindia Belanda
berkuasa di seantero Nu-
santara, tipikal pemerin-
tahan daerah kita meng-
acu pada sistem pre-
fektur terintegrasi
(Legge: 1955, Fried:
1964, PJM Nas: 1983,
Hoessein: 1993, Smith:
1985, Maksum: 2022).
Sistem ini dianggap co-
cok oleh pemerintah kolonial
dalam rangka pengawasan
top-down dan bersifat ‘sentra-
listik untuk kepentingan kolo-
nialisme. Meski demikian, oleh
para Bapak Pendiri Bangsa, ke-
cuali di masa' UU No 1/1957,
terus dipertahankan hingga sa-
at ini di masa UU No 23/2014.
Sistem ini membuat stres ke-
pala daerah secara politik ka-
rena sering kali berbeda aspirasi
dengan pemerintah pusat mes-
ki hanya soal teknis-adminis-
tratif yang amat kecil. Sistem ini
juga berpotensi mencederai

"otonomi daerah (otda) karena
baik saluran politis maupun -

teknis bisa masuk ke area otda.

Era demokrasi multi-partai
dan pilkada langsung juga men-
jadikan sistem ini rawan poli-
tisasi.. Politisasi nasional dan
lokal membuat jalannya peme-
rintahan daerah sering tergang-
gu. Meski demikian, sistem ini
bisa menjadi saluran akses, baik
pusat maupun daerah, agar pe-
merintahan berjalan efektif di
negara kepulauan yang amat

heterogen dan bervariasi.
Sistem ini adalah sandaran
untuk mencapai standardisasi
nasional tanpa melukai ruang
otda. Idealnya, pusat dapat ma-
suk ke \daerah-daerah sesuai
tanggung jawabnya untuk me-
mastikan otda berjalan efektif.

Daerah juga dapat memanfa-

atkannya untuk jalan akses ke
pusat terkait sejumlah kebijak-
an yang perlu diselaraskan de-
ngan kepentingan daerah.
Dengan demikian, ke depan,
sistem prefektur dipertahankan
dengan tidak perlu memben-
turkan kepentingan daerah dan
pusat yang disharmonis. Sistem
ini harus diarahkan kepada ru-
ang untuk mencari solusi efek-
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tivitas pemerintahan. Kelak, ki-.
.ta perlu bergeser dari sistem

prefektur terintegrasi ke sistem
prefektur tak terintegrasi di
mana wakil pemerintah/prefek
tetap ada, tetapi tak lagi di pun-
dak seorang kepala daerah yang
kini ada di gubernur.

Desain perubahan

Dalam sistem prefektur tak
terintegrasi terjadi proses po-
litik lokal yang lebih genuine.
Kepala daerah tak diembel-em-
beli sebagai prefek. Proses pil-
kada. langsung tak lagi harus
merisaukan pemerintah pusat
ataupun pemda.- Kepentingan
pusat, sepanjang terkait efek-
tivitas pemerintahan, dapat di-
salurkan melalui prefek yang
dijabat oleh unsur lain, bukan di
kepala daerah lagi.

Untuk kasus Indonesia d1
mana prefek dijabat gubernur,
gubernur yang hanya berperan
sebagai kepala daerah kelak ju-

garuangnya menjadi lebih long-

gar dari kepentingan pusat.

- UU Pemda disusun

Pengawasan kepada kabupa-
ten/kota dilakukan prefek, bu-
kan oleh gubernur lagi. Namun,
elemen kabupaten/kota tetap
harus selaras dengan kepen-
tingan provinsi di atasnya ka-
rena semua dikontrol, baik me-
lalui prefek maupun oleh pro-
vinsi dengan tugas pembantu-
an. :
Provinsi yang dikendalikan
gubernur menjadi lebih fokus
dan tak terpecah lagi anggaran
ataupun kegiatannya. Aspek po-
litis ini berimbas ke aspek orga-
nisasional teknis berikutnya
yang menjadikan provinsi lebih
tajam dalam mengatur dan me-
ngurus, urusan pemerintahan
yang jadi tanggung jawabnya.

Di tingkat kabupaten/kota
pun demikian. Jaminan akses
daerah ke pemerintah pusat ju-
ga menjadi lebih terang ben-
derang melalui satu instansi
yang fokus pekerjaannya, yakni
penjabat prefek yang tak di-
tugasi lagi sebagai organ daerah
otonom. Prefek merupakan the
president’s man di wilayah.

Kedudukannya lebih tinggi
dari instansi vertikal, baik sipil
maupun militer di wilayahnya,
sehingga kelak dapat menjadi
pengawas sekaligus ”penolong”
elemen daerah otonom jika ter-
.dapat kasus keberatan atas ke-
bijakan instansi vertikal terkait
daerah otonom di tempatnya.

Draf RUU Perubahan Kelima
serius
menggeser paradigma prefek-
tur terintegrasi menuju tak ter-
integrasi, sesuai karakter Indo-
nesia dan karakter kekinian.

Selain ihwal paradigmatik,

- ihwal teknis terkait hubungan

DPRD dan kepala daerah juga
dirumuskan ulang di draf RUU
ini. Pengawasan terkait produk
hukum daerah juga disentuh
kembali. _

Demikian juga berbagai hal
teknis lain yang cukup penting
menentukan jalannya pemerin-
tahan daerah agar lebih efektif
dan fokus—seperti soal ASN da-
erah—sehingga diharapkan ot-
da dan pemerintahan A NKRI
mampu mewujudkan cita-cita-
nya dengan baik. Semoga.



